
 
 

 
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 
 

NOMOR 6 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI WAKIL KETUA DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 
 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 
menyatakan ketentuan mengenai besarnya tunjangan 
perumahan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Gubernur; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
tentang Tunjangan Perumahan Bagi Wakil Ketua Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah; 

 
mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan 
Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 
Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan 
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
1622); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 Tetang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 
Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Tahun 2006 Nomor 8), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 
Tahun 2006 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2); 

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah; 

  



3 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN 
PERUMAHAN BAGI WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN 
TENGAH. 

 
 

Pasal 1 

(1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan 
tunjangan perumahan kepada Wakil Ketua dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah. 

(2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 
orang/bulan dan dibayar terhitung sejak tanggal 4 Januari 
2016. 

 
 

Pasal 2 

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (2) diberikan sepanjang Pemerintah Provinsi belum dapat 
menyediakan Rumah Dinas bagi Wakil Ketua dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 
 
 

Pasal 3 

Apabila Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah dapat 
menyediakan Rumah Dinas, maka Pemerintah Provinsi dapat 
menghentikan pembayaran tunjangan perumahan kepada 
Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah. 
 
 

Pasal 4 

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan 
Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah DPA-SKPD Sekretariat DPRD Provinsi 
Kalimantan Tengah. 
 
 

Pasal 5 

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan 
Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang 
Tunjangan Perumahan Bagi Wakil Ketua Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

  



4 
 

Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan  Peraturan  Gubernur  ini  dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah. 
 
 
 

Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal  26 Pebruari 2016 

 
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 
ttd 

 
HADI PRABOWO 

 
 
Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal 26 Pebruari 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 
ttd 

 
SIUN JARIAS 

 
 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 6. 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 

KEPALA BIRO HUKUM, 
 

ttd 
 

AGUS RESKINOF 
NIP. 19601103 199303 1 003 


